BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR (»| TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2016 - 2021

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa sebagai dokumen pellencanaan Perangkat
Daerah untuk 5 (lima) tahun, telah ditetapkan
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
dengan keputusan Bupati yang memuat tujuan,
sasaran, program dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna
Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan
penetapan terhadap Rencana Strategis Perangkat
Daerah;

C. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam = (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4463);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor
8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor
10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2012 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor
7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Natuna Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2016-2021.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Natuna.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Natuna.

Bupati adalah Bupati Natuna.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

Rencana  Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah
adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
untuk 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja
adalah dokumen rencana yang memuat program
dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka anggaran.



10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Natuna.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2016-2021.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3
Isi beserta uraian Renstra di susun dengan sistematika
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Bupati ini.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di

Diundangkan di “©
pada tanggal ¢ DegeMber 22

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR )




